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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sesungguhnya konsep sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia memuat 

suatu kerangka berpikir, bertindak, dan berperilaku bagi warga masyarakat 

Indonesia. Keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa merupakan sebuah 

panorama sosial yang perlu dijaga, dirawat dan dilindungi bersama sebagaimana 

dipertunjukkan oleh para pendiri bangsa selama masa-masa perjuangan melawan 

bangsa asing sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 

1945. Cita rasa kebangsaan sedemikian kokoh sehingga memberikan kekuatan dan 

semangat berjuang dalam melawan praktik bangsa kolonial yang sangat represif, 

eksploitatif dan manipulatif. Persatuan dan kesatuan di zaman prakemerdekaan 

menuju kemerdekaan dapat disebut sebagai batu penjuru bagi Indonesia baru. 

Rentetan peristiwa yang mewarnai perjalanan para pejuang kemerdekaan 

merupakan sebuah misi kemanusiaan yang tidak ingin membiarkan kemiskinan, 

ketidakadilan, kemelaratan dan pelbagai kekerasan lain bertumbuh subur di tanah 

air Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan dimaksudkan untuk memulihkan 

dan memuliakan harkat dan martabat masyarakat Indonesia secara utuh. Manusia 

apapun latar belakang identitasnya pantas untuk dihargai, dihormati, dan 

dimuliakan bukan diberlakukan secara semena-mena. Penghargaan atas martabat 

manusia harus mewujud dalam tindakan praktis, bukan sekadar ungkapan naratif-

argumentatif. Keberpihakan yang paling menonjol pascadeklarasi kemerdekaan 

adalah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan, keterbukaan, keadilan, dan 

kesetaraan dalam kehidupan warga masyarakat. Artinya bahwa kepentingan rakyat 

adalah bentuk perwujudan tertinggi dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Dengan demikian, status sosial, kecerdasan intelektual dan kekayaan finansial tidak 

dapat dijadikan sebagai alasan untuk memperbudak yang miskin, meminggirkan 

yang lemah, dan mengintimidasi yang minoritas.  

Harapan akan persatuan dan kemerdekaan sebagai misi kembar di dalam 

tata kelola Indonesia merdeka terus dikumandangkan oleh para pejabat, akademisi, 

dan kelompok masyarakat lain di berbagai upacara kenegaraan, forum-forum  

akademis dan ruang-ruang diskursus di penjuru tanah air. Biasanya artikulasi narasi 
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demokrasi cenderung jadi menu sarapan atau perhatian kaum minoritas, para pegiat 

demokrasi, dan kelompok pro keberagaman. Meskipun demikian, penggalangan 

aksi dan tindakan ini justru rentan beroleh perlakuan tidak adil ketika suara-suara 

kritis mereka mengganggu kekuasaan. Fenomena ini membuktikan menipisnya 

lapisan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata para pemburu rente.  

Kini, tarik-menarik tali kekuasaan melalui ajang pemilu mulai dari tingkat 

lokal hingga di level nasional turut memengaruhi cita rasa kebangsaan. Sarang 

kebangsaan mudah tersobek menjelang pesta demokrasi pilpres, pileg, dan pilkada, 

bahkan hingga pilkades di level lokal. Tidak jarang, pascareformasi, kompetisi 

pemilu dihujani narasi dan argumentasi sarat rekayasa dan manipulasi sehingga 

mencederai rasa kebangsaan, solidaritas antarwarga masyarakat dan integrasi 

sosial. Bahkan sering kali kita temukan fakta di lapangan bahwa  rotasi struktural 

di lembaga eksekutif dan legislatif jadi batu sandungan bagi integrasi dan solidaritas 

sosial lantaran simbol SARA dipergunakan secara masif guna menarik simpati 

masa pendukung atau konstituen. Persis di sini, pergeseran penguatan asa persatuan 

dipertontonkan secara telanjang demi pemenuhan kehendak untuk berkuasa. 

Sesungguhnya, desain Sila Ketiga Pancasila Persatuan Indonesia 

berorientasi pada penghargaan atas martabat manusia serta segala yang ada 

padanya. Konsep Persatuan Indonesia berisi petunjuk umum tentang tata kelola 

tindakan dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia dibentuk oleh 

para pendiri bangsa guna mengatasi potensi konflik vertikal antarsesama warga 

negara. Dalam konteks ini, perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan mesti 

dikelola secara arif dan bijaksana dalam mempererat dan menyatukan jahitan 

solidaritas warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, 

Konsep Sila Persatuan Indonesia memungkinkan semua lapisan masyarakat hidup, 

bertumbuh dan berkembang, saling membantu atau menolong dan sekaligus 

membuka jaringan kerja sama lintas identitas primordial. Dengan kata lain, konsep 

Sila Ketiga Pancasila adalah payung yang dapat melindungi segenap warga 

masyarakat Indonesia. Dalam nuansa tersebut, sila ketiga Pancasila memberi 

pendasaran etis dalam membangun aksi ataupun menciptakan narasi dalam poros 

semangat Bhineka Tunggal Ika. Namun, sebagaimana kita ketahui, narasi Sila 

Ketiga Pancasila Persatuan Indonesia tidak jadi pilihan utama dari para kontestan 
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dalam menyampaikan narasi dan argumentasi pada khayalak umum pada momen 

pesta rakyat. Sila Ketiga Pancasila sekadar jadi bahan permenungan personal atau 

karya warisan para pendiri bangsa tanpa digali, direfleksikan dan kemudian 

diaktualisasikan dalam keseharian hidup warga masyarakat. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis menawarkan beberapa usulan sebagai 

bahan pertimbangan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pertama, bagi 

institusi Pendidikan di Indonesia. Menguatnya politisasi isu SARA dalam ajang 

pemilu pascareformasi mesti ditanggulangi dengan tata kelola dan aturan dalam 

sistem pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang lebih kontekstual dengan 

tuntutan di tengah masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik 

adalah hal yang harus diupayakan di tengah maraknya sikap etnosentrisme dan 

fundamentalisme agama. Dalam hubungannya dengan itu, pendidikan Pancasila 

perlu dijadikan sebagai salah satu model pendampingan dan pembentukan karakter 

peserta didik. Nilai-nilai Pancasila adalah esensi dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang bukan hanya diwarisi, diwartakan, dan dirawat, tetapi juga mesti 

direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa nilai-nilai 

Pancasila harus mewarnai kehidupan warga masyarakat Indonesia yang beragam. 

Di sini, jelas bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu ditafsir kembali dalam dunia 

Pendidikan sehingga dapat membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki 

sikap toleran, terbuka, dan menghargai satu sama lain.  

Kedua, bagi partai politik. Partai politik memainkan peran penting dalam 

pembentukan kader pemimpin, baik di tingkat daerah maupun pusat. Calon-calon 

pemimpin yang akan bertarung dalam pemilu dipilih dan ditentukan secara sepihak 

oleh internal partai politik. Pada umumnya, kompetisi penyaringan calon dalam 

tubuh partai politik kurang transparan sehingga membuka peluang bagi tindakan 

sogok-menyogok di antara kontestan dengan pimpinan partai. Akibatnya, peluang 

besar untuk mendapatkan rekomendasi dari ketua partai cenderung mengutamakan 

figur yang populer atau tokoh-tokoh lain yang telah memberikan sejumlah uang 

kepada pemimpin partai. Persis di sini, popularitas dan kekuatan modal finansial 

berpengaruh besar apabila mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, anggota 

legislatif, ataupun presiden. Hal-hal menyangkut kualitas, kapabilitas, dan 
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kompetensi calon pemimpin jadi pilihan alternatif dan bahkan dinilai tidak 

menguntungkan bagi partai politik. Fenomena ini perlu diatur dan dikelola secara 

baik lewat suatu produk undang-undang yang mengatur secara khusus prosedur dan 

mekanisme pencarian calon pemimpin di dalam partai politik. Produk legislasi 

tersebut harus menjelaskan secara tegas tentang kualitas figur yang akan dicalonkan 

dari partai politik tertentu. Selain itu, diperlukan sebuah undang-undang yang 

mengatur tentang tata cara penyampaian narasi dan argumentasi sepanjang masa 

kampanye agar tidak menciptakan keresahan di tengah masyarakat, seperti 

menggunakan isu-isu SARA untuk menarik simpati pemilih.  

Ketiga, bagi lembaga pemerintah (eksekutif dan legislatif). Belakangan ini, 

konflik horizontal antarwarga masyarakat pemilih tidak pernah absen ketika 

perhelatan pemilu berlangsung. Warga masyarakat sering kali menjadi korban 

politik karena propaganda dan rekayasa yang dimainkan oleh para aktor politik. 

Disintegrasi sosial dan kerusuhan antara masa pendukung menyebar secara luas 

hingga pertumpahan darah pun mewarnai jalanya kontestasi pilpres, pileg, dan 

pilkada. Fenomena ini menunjukkan bahwa  perhelatan pemilu di negeri ini bukan  

hanya menelan banyak biaya, tetapi juga memakan korban yang adalah masyarakat 

sipil yang berstatus sebagai peserta pemilih khususnya dan rakyat Indonesia secara 

umum. Peristiwa ini sering kali luput dari sorotan publik, termasuk para kontestan 

pemilu, seolah-oleh nyawa manusia yang hilang akibat pemilu di luar tanggung 

jawab partai pengusung, partai koalisi, serta para calon pemimpin. Di sisi lain, 

persatuan dan solidaritas warga masyarakat bukan agenda utama yang harus 

ditekankan pada momen pemilu oleh aktor politik. Oleh karena itu, perlu dibuatkan 

aturan yang jelas untuk memberi sanksi tegas bagi elite politik atau elite partai yang 

sengaja menggunakan isu-isu SARA dalam berkampanye. Tata regulasi dibuat 

sejauh dapat agar hukuman yang dikenakan pada peserta pemilu menimbulkan efek 

jera atau menciptakan kesadaran baru bagi mereka. Hal ini berarti bahwa 

pertumpahan darah akibat perbedaan pilihan politik harus disingkirkan.  

Keempat, bagi warga masyarakat. Peran aktif warga masyarakat dalam 

ajang pemilu harus dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang rekam jejak para calon pemimpin agar tidak mudah terjebak arus 

penyebaran berita palsu. Hal ini menegaskan bahwa pesta demokrasi menuntut 
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kemampuan analitis-kritis warga masyarakat pemilih. Partisipasi masyarakat bukan 

sekadar turut meramaikan acara layaknya resepsi pesta pernikahan. Sebab, momen 

pemilu yang digelar sangat menentukan kehidupan masyarakat ke depan sehingga 

seleksi kualitas peserta pemilu mutlak dilakukan oleh peserta pemilih.  

Di sisi lain, penguatan kesadaran warga masyarakat harus diperluas dengan 

melibatkan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Sosialisasi tentang 

prosedur pemilu tidak hanya berpusat pada soal tata cara pencoblosan, tetapi juga 

bagaimana membangkitkan kesadaran warga masyarakat untuk mengenal lebih 

jauh dan dalam pihak-pihak yang ikut berkompetisi. Artinya bahwa lembaga KPU 

dan Bawaslu harus melebarkan sayapnya ke hal-hal menyangkut kualitas para 

calon. Di sini, KPU dan Bawaslu mengarahkan warga masyarakat agar 

menggunakan hak pilihnya secara rasional, kritis, dan analitis.  
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